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ABSTRAK 

 

TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus  di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah) 
 

 

Oleh: 

TRISNAWATI 

NPM. 14125019 

 

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Bukit Baru adalah adanya 

penundaan pembayaran upah yang diberikan. Sistem seperti ini sudah menjadi 

kebiasaan bagi para buruh non formal di desa Bukit Baru. Pada kasus ini akad 

dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi upah dan pihak 

kedua sebagai penerima upah. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu 

pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja terkadang tidak sesuai 

dengan kerjanya dan karena adanya penundaan bayaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana tradisi penetapan upah panen dalam perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) yang bersifat 

desktiptif, diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan tentang 

kesepakatan kerja dan upah mengupah. Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknis 

analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan upah panen yang 

dilakukan di Desa Bukit Baru yaitu setiap buruh mendapatkan 7 karung gabah 

maka 1 karungnya upah buruh. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini 

adalah dibenarkan dalam islam. Kegiatan sistem pengupahan ini tidak 

bertentangan dengan syara’ karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, dan 

ada unsur tolong menolong. Selain itu sistem pengupahan ini sudah menjadi 

kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Dan 

tidak adanya indikasi gharar atau ketidakjelasan, tidak adanya unsur 

keterpaksaan, dan penipuan, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram 

dan maksiat. Dan yang terpenting antara pemberi upah dan pekerja telah saling 

ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah. 

 

Kata Kunci : Upah, Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

ORISINALITAS PENELITIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

 Nama   : TRISNAWATI  

 NPM   : 14125019 

 Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah  

 Fakultas  : Syariah  

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya 

kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam 

daftar pustaka. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

MOTTO 

 

 

 

                        

                     

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS.An-Nisa: 

29)
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 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006), h. 107-108. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru 

yang berarti ‘iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawah (pahala) dinamai juga al-

ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai 

imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, upah 

adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau 

sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan 

sesuatu.
1
 

Ujrah dan Ijarah merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu 

pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas ijarah terlebih dahulu dan 

kemudian membahas tentang ujrah . Secara etimologi ijarah berarti bay’al 

manfa’ah (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau 

imbalan dari tenaga seseorang.
2
 

Istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. 

Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan 

untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai 

sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa 

yang dia berikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah upah 

digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari deviden nasional yang 

                                                 
1
 Ana Annisa’atun, Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 tahun 2003 Dalam Prespektif 

Hukum Islam, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011/, 607 
2
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277 



 

 

2 

diterima ole h orang yang bekerja dengan tangan ata u otaknya, bai k secara 

independen maupun untu k seseorang majikan.
3
 

Begit u pula upa h bisa berbeda dan beraga m karena perbedaan jenis 

pekerjaan ata u untu k pekerjaan yang sama, namun berbeda jasa yang 

diberikan. Upa h akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan dengan 

adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jeri h paya h ata u tenaga 

yang dicurahkan.  

Di dala m ajaran Isla m, bekerja merupakan suat u keharusan bagi 

pemeluknya. Ha l ini sesuai dengan firman Alla h dala m QS. Asy-Syua’ra [26]: 

183 yang berbunyi:  

                        

Artinya: Dan janganla h kam u merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganla h kam u merajalela di muka bumi dengan membua t 

kerusakan.
4
 

Aya t di atas bermakna bahwa janganla h seseorang merugikan orang 

lain, dengan cara mengurangi hak-ha k yang seharusnya. Dala m pengertian 

yang lebi h jau h, hak-ha k dala m upa h bermakna bahwa janganla h 

mempekerjakan upa h seseorang, jau h dibawa h upa h yang biasanya diberikan. 

Jadi dapa t dikatakan bahwa siste m upa h yang biasanya diberikan ole h para 

petani kepada buru h tani terdapa t unsu r ketida k adilan ata u kezaliman. Secara 

umu m makna kata zali m yang kita kena l adala h segala sesuat u perbuatan 

                                                 
3
 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of 

Islamic Economic Syistem), Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 197 
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 374  
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jaha t ataupun berbua t aniaya bai k kepada orang lain maupun diri sendiri dan 

makhlu k lainnya.
5
 

Sementara it u uraian tentang upa h menuru t Undang-Undang Nomo r 

13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan Upa h adala h ha k 

pekerja ata u buru h yang diterima dan dinyatakan dala m bentu k uang sebagai 

imbalan dari pengusaha ata u pemberi kerja kepada pekerja ata u buru h.
6
 

Sementara imbalan bagi buru h panen tersebu t berupa padi yang masi h 

menta h dan butu h proses hingga bisa menjadi beras. 

Pengertian upa h menuru t Peraturan Pemerinta h Republi k Indonesia 

No 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upa h menyebutkan upa h adala h suat u 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buru h untu k suat u 

pekerjaan ata u jasa yang tela h ata u akan dilakukan, dinyatakan, ata u dinilai 

dala m bentu k yang ditetapkan menuru t suat u persetujuan ata u perundang-

undangan yang dibayarkan atas dasa r suat u perjanjian kerja antara pengusaha 

dan buru h termasu k tunjangan bai k untu k buru h sendiri maupun untu k 

keluarganya. Adapun mengenai perjanjian mengenai pekerja dan buru h dapa t 

dilakukan secara tertulis maupun lisan.
7
 

Berdasarkan pada survei, mayoritas masyaraka t Desa Buki t Bar u 

Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h adala h petani padi. 

Namun sebagian ukuran luas dan tidaknya sawa h mereka, tida k dihitung 

berdasarkan atas luasnya bidang sawa h tetapi meliha t dari hasilnya karena 

                                                 
5
 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 

1995) 
6
 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.  

7
 Pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
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tida k perna h di uku r masala h luasnya sawa h, ini suda h menjadi kebiasaan 

setempa t. Karena tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain 

yang membua t masyaraka t di sana hanya sebagai buru h tani, dengan upa h 

yang menuru t para buru h tani tida k sesuai dengan kebutuhan hidu p. Siste m 

pengupahan di Wilaya h Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten 

Lampung Tenga h bertola k belakang pada siste m pengupahan dala m Isla m. 

Pada saa t panen pemili k sawa h menyuru h buru h tani padi untu k 

memanen. Mulai dari memangkas batang padi sampai padi terpisa  h dari 

jerami dan bisa dimasukkan dala m karung. Selain it u tenaga buru h 

dibutuhkan untu k memindahkan ke mobi l angku t. Upa h yang mereka perole h 

bukanla h murni berupa uang melainnkan berupa padi yang berbeda harganya, 

tergantung jenis dan musimnya. Jika hasi l panen suda h ditimbang, kemudian 

dibagi tuju h, dan sepertujuhnya it u upa h diberikan untu k buru h tani. Kala u 

sawa h mendapatkan hasi l padi yang banya k maka mereka mendapatkan upa h 

yang banya k pula. Tapi jika sawa h menghasilkan sediki t mereka 

mendapatkan upa h sediki t juga. Selain it u, tergantung dengan  jumla h buru h 

tani yang memanennya. Karena sepertuju h dari hasi l panen tadi dibagi dengan 

jumla h buru h tani yang iku t memanen padi disawa h tersebu t.  

Berbeda dengan panen padi, saa t buru h tani melakukan tana m dan 

nyempro t. Mereka mendapatkan upa h berupa uang berkisa r R p.40.000-

R p.45.000. Artinya petani masi h mempunyai banya k keuntungannya, yang 

jadi permasalahan disini petani merasa upa h panen padi tela h sesuai, buru h 

merasa upa h tersebu t belu m sesuai. Keadaan ini menyebabkan semakin 
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sulitnya mencari buru h panen padi yang berkualitas di Wilaya h Desa Buki t 

Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h. Dan Seharusnya 

pemili k sawa h harus menstandarkan upa h buru h.
8
 

Berdasarkan pernyataan dari pemili k lahan bahwa penetapan upa h 

untu k buru h di Desa Buki t Bar u hanya mengikuti tradisi saja. Ia 

mengemukakan: ketika saya akan mencari buru h ata u borongan padi it u saya 

memberi upa h iku t tradisi umumnya di desa Buki t Bar u, misalnya buru h it u 

hanya mendapa t tuju h karung, buru h mendapa t upa h hanya sat u karung, it u 

suda h menjadi ketentuan di desa Buki t Bar u.
9
 

Berdasarkan lata r belakang masala h di atas masi h banya k hal-ha l 

yang harus diperhatikan dala m pemberian upa h sehingga tida k adanya piha k 

yang merasa dirugikan di masyaraka t tentang  penetapan upa h panen yang 

terjadi di desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung 

Tenga h Dala m Perspektif Huku m Ekonomi Syaria h. Untu k it u peneliti 

tertari k untu k memahami dan menganalisis penetapan upa h panen di desa 

Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h dan 

menyusunya dala m bentu k skripsi dengan judu l Tradisi Penetapan Upa h 

Panen (Studi Kasus di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah) Dala m Perspektif Huku m Ekonomi Syariah 

 

 

 

                                                 
8
 Hasil wawancara dengan bapak Sunadi pemilik padi di Desa Bukit Baru Kecamatan 

Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, 16 Febuari 2019 
9
 Bapak Sunadi, selaku pemilik lahan di Desa Bukit Baru, Wawancara. 25 Januari 2019 
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B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan lata r belakang masala h di atas, maka pertanyaan 

penelitian ini adalah: Bagaimana Tradisi Penetapan Upa h Panen di Desa 

Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h Dala m 

Perspektif Huku m Ekonomi Syariah? 

C. Tujuan dan Manfaa t Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan dala m 

penelitian ini adala h untu k mengetahui bagaimana tradisi penetapan upa h 

panen di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung 

Tenga h Dala m Perspektif Huku m Ekonomi Syaria h. 

2. Manfaa t Penelitian  

Adapun manfaa t yang dapa t diambi l dari penelitian ini adalah:  

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini, dapa t memperkaya keilmuan 

dala m bidang huku m ekonomi syaria h terkai t dengan tradisi 

penetapan upa h panen. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan pada penelitian ini, dapa t menjadi acuan bagi 

peneliti, pembaca dan masyaraka t bagaimana prakti k di lapangan 

mengenai tradisi penetapan upa h panen. 
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D. Penelitian Relevan 

Tinjauan pustaka (Prio r Research) menuru t uraian sistematis 

mengenai hasi l dari penelitian terdahul u tentang persoalan yang dikaji.
10

 

Penulis mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masala h yang 

akan dibahas belu m perna h diteliti sebelumnya. 

Penelitian skripsi yang dilakukan ole h Aminatun pada tahun 2017 

yang berjudu l Dere p (Siste m Upah) Panen Padi Pada Masyaraka t Desa 

Wudumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinja u Dari 

Huku m Isla m. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prakte k dere p 

(siste m upah) panen padi dan bagaimana tinjauan huku m isla m mengenai 

prakte k dere p tersebu t.
11

 

Berdasarkan penelitian di atas maka persamaanya hanya terleta k pada 

akadnya saja. Berdasarkan dengan hasi l penelitian yang tela h peneliti lakukan. 

Perbedaannya terleta k pada isi dari masing-masing teori, yang mana peneliti 

mengkaji tentang bagaimana tradisi penetapan upa h panen dala m perspektif 

huku m ekonomi syaria h. 

Penelitian skripsi yang dilakukan ole h Nuru l Mukroma h pada tahun 

2017 yang berjudu l Tinjauan Huku m Isla m Tentang Pembayaran Upa h di 

Awa l Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besa r Kabupaten 

Lampung Tengah). Skripsi ini membahas tentang mengkaji pelaksanaan 

                                                 
10

 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Edisi Revisi, 39.  
11

 Aminatun, Derep (Sistem Upah) Panen Padi Masyarakat Desa Wundumbolo 

Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam. (skripsi-IAIN 

Kendari, 2017) 
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pembayaran upa h dan untu k mengkaji pandangan huku m isla m terhada p 

pembayaran upa h di awa l akad.
12

 

Persamaannya dari peneliti di atas dengan peneliti yang tela h peneliti 

lakukan adala h teori akad upahnya. Sedangkan perbedaannya adala  h terleta k 

pada kedudukan huku m pada pembayaran upa h di awa l akad. Sedangkan dari 

lata r belakang peneliti adala h mengkaji bagaimana tradisi penetapan upa h 

panen apaka h suda h sesuai dengan perspektif huku m ekonomi syaria h yang 

peneliti teliti di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung 

Tenga h. 

Penelitian skripsi yang dilakukan ole h Siti Nurhani k pada tahun 2008 

yang berjudu l Siste m Pengupahan Buru h Tani di Desa Selopamioro 

Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantu l Ditinja u Dari Huku m Isla m. Skripsi ini 

membahas tentang tinjauan huku m isla m terhada p siste m pengupahan buru h 

tani di desa selopamioro diperbolehkan menuru t huku m isla m, di karenakan 

siste m pengupahannya masi h menggunakan kesepakatan ada t ata u asas tradisi 

yang suda h menjadi kebiasaan masyaraka t setempa t.
13

 

Persamaannya dari peneliti di atas dengan peneliti yang tela h peneliti 

lakukan adala h teori akad upahnya. Perbedaannya yait u dala m penelitian ini 

memfokuskan pada bagaimana tradisi penetapan upa h panen di Desa Buki t 

Bar u kecamatan Ana k Tuha kabupaten Lampung Tenga h.  

 

                                                 
12

 Nurul Mukromah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad 

(Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). (skripsi-UIN 

Raden Intan, 2017) 
13

 Siti Nurhanik, Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamioro Kecamatan 

Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam. (skripsi-UIN Sunan Kaljaga, 2008).  



 

 

BA B II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Upa h  

1. Pengertian Upah 

Upa h adala h harga dari tenaga yang dibaya r atas jasanya dala m 

produksi. Menuru t Professo r Benha m sebagaimana dikuti p Afzalu r 

Rahman menyatakan bahwa: Upa h dapa t didefinisikan dengan sejumla h 

uang yang dibaya r ole h orang yang memberi pekerjaan kepada seorang 

pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.
1
 

Menuru t pengertian syara’, upa h iala h suat u jenis akad untu k 

mengambi l manfaa t dari jalan penggantian. Disini upa h merupakan 

transaksi memperjual-belikan manfaa t dan maanfaa t tersebu t bias 

berbentu k barang maupun berupa tenaga yang dimiliki ole h pekerja 

tersebu t.
2
 Di dala m huku m perburuhan upa h adala h pembayaran yang 

diterima buru h selama ia melakukan pekerjaan ata u dipandang melakukan 

pekerjaan.
3
 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka yang dimaksud 

dengan upa h dipenelitian ini adala h imbalan yang diberikan ole h pemili k 

usaha kepada buru h atas pekerjaan dan jasa yang tela h dilakukan 

                                                 
1
 Fuah Ihsan, dasar-dasar kependidikan, (Jakarta Bineka Cipta, 2003), 107 

2
 Nasrun Harun, fiqih muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 228  

3
 Zainal Asikin, et. Al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), 86 
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dinyatakan dala m bentu k uang yang ditetapkan menuru t suat u perjanjian 

yang tela h disepakati bersama. 

a. Upa h Berdasarkan Undang-Undang 

Menuru t Undang-Undang Nomo r 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 

30 tentang ketenagakerjaan upa h adala h ha k pekerja/buru h yang 

diterima dan dinyatakan dala m bentu k uang sebagai imbalan dari 

pengusaha ata u pemberi kerja kepada pekerja/buru h yang ditetapkan 

dan dibayarkan menuru t suat u perjanjian kerja, kesepakatan, ata u 

peraturan perundang undangan, termasu k tunjangan bagi pekerja/buru h 

dan keluarganya atas suat u pekerjaan dan/ata u jasa yang tela h ata u 

yang akan dilakukan.
4
  

Sedangkan dala m hoku m positif seperti yang tela h tercantu m 

dala m Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 

dan 89, menjelaskan bahwa upa h diberikan kepada kau m buru h 

bertujuan untu k pencapaian hidu p yang laya k. Artinya standarisasi 

upa h yang diberikan harus sesuai dengan biaya hidu p minimu m 

diwilaya h tersebu t.
5
 

Berdasarkan ha l tersebu t, maka titi k sentra l dala m menetapkan 

upa h minimu m adala h ada pada provinsi. Pemerinta h provinsi perl u 

menetapkan aturan yang jelas serta melaksanakan koordinasi dala m 

penetapan upa h minimu m kabupaten ata u kota. 

 

                                                 
4
 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30. 

5
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), 102  
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b. Upa h Berdasarkan Huku m Ekonomi Syariah 

Upa h dala m bahasa Ara b disebu t al-ujra h. Dari segi bahasa al-

ajr u yang berarti ‘iwad (ganti), ole h seba b it u al-sawa h (pahala) 

dinamai juga al-ajr u ata u al-ujra h (upah). Pembalasan atas jasa yang 

diberikan sebagai imbalan atas manfaa t suat u pekerjaan. Dala m kamus 

bahasa Indonesia, upa h adala h uang dan sebagainya yang dibayarkan 

sebagai pembalasan jasa ata u sebagai pembayaran tenaga yang suda h 

dilakukan untu k mengerjakan sesuat u.
6
 

Afzairrahman mengatakan bahwa upa h adala h harga yang 

dibayarkan pekerja atas jasanya dala m produksi kekayaan, seperti 

fakto r produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan ata u jasa dengan 

kata lain, upa h adala h harga yang dari tenaga yang dibaya r atas jasanya 

dala m produksi.
7
 

Nurimansya h Haribun juga mendefinisikan bahwasannya upa h 

adala h segala maca m bentu k penghasilan (earning) yang diterima 

buru h (tenaga kerja) bai k berupa uang maupun barang dala m jangka 

wakt u tertent u pada suat u kegiatan ekonomi.
8
 

Dari berbagai definisi diatas meski berbeda-beda artinya tetapi 

mempunyai maksud yang sama, yang dapa t diambi l kesimpulan bahwa 

upa h merupakan pengganti jasa yang tela h dipakai ole h orang lain 

setela h selesai melakukan pekerjaan. 

                                                 
6
 Ana Annisa’atun, Ketentuan Upah Menurut UU No.13 tahun 2003 Dalam Prespektif 

Hukum Islam, Jurnal, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011/, 60 
7
 Ana Annisa’atun, Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Islam, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011 
8
 Ibid. 
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c. Upa h  dalam Islam 

Isla m menawarkan suat u penyelesaian yang sanga t bai k atas 

masala h upa h dan menyelamatkan kepentingan kedua bela h piha k, 

kelas pekerja dan paramajikan tanpa melangga r hak-ha k yang sa h dari 

majikan. Seorang majikan tida k dibenarkan bertinda k keja m terhada p 

kelompo k pekerja dengan menghilangkan ha k sepenuhnya dari bagian 

mereka. Upa h ditetapkan dengan cara yang paling tepa t tanpa harus 

menindas piha k manapun. Setia p piha k memperole h bagian yang sa h 

dari hasi l kerja sama mereka tanpa adanya ketida k adilan terhada p 

piha k lain.
9
 

Dala m perjanjian tentang upa h kedua bela h piha k diperingatkan 

untu k bersika p juju r dan adi l dala m semua urusan mereka, sehingga 

tida k merugikan kepentingannya seendiri.
10

 Dari pengertin diatas dapa t 

diartikan bahwa upa h setia p orang harus ditentukan berdasarkan 

kerjanya dan sumbangsihnya dala m kerjasama dan untu k it u harus 

dibaya r tida k kurang, juga tida k lebi h dari apa yang tela h dikerjakan. 

2. Rukun dan Syara t Upah 

a. Rukun Upah 

Rukun dari upa h sebagai suat u transaksi adala h akad ata u 

perjanjian kedua bela h piha k, yang menunjukan bahwa transaksi it u 

tela h berjalan secara suka sama suka. Adapaun unsu r yang terliba t 

dala m transaksi upa h adalah:  

                                                 
9
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 

Jilid II, 362-363 
10

 Ibid. 
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1) Orang yang menggunakan jasa, bai k dala m bentu k tenaga ata u 

benda yang kemudian memberikan upa h atas jasa tenaga ata u 

sewa dari jasa benda yang digunakan, disebu t jasa ata u muji r. 

2) Orang yang memberikan jasa, bai k dengan tenaganya ata u dengan 

ala t yang dimilikinya, yang kemudian menerima upa h dari 

tenaganya ata u sewa dari benda yang dimilikinya, disebu t pemberi 

jasa ata u musta’ji r. 

3) Obje k transaksi yait u jasa, bai k dala m bentu k tenaga ata u benda 

yang digunakan disebu t ma’ju r.  

4) Imbalan atas jasa yang diberikan disebu t upa h ata u sewa.
11

 

b. Syara t Upah 

1) Syara t bagi kedua orang yang beraka t, adala h tela h balig h dan 

beraka l (Mazha b Syafi’i dan Hambali). Dengan demikian, apabila 

orang it u belu m ata u tida k beraka l, seperti ana k keci l ata u orang 

gila, menyewakan hartanya, ata u diri mereka sebagai buru h 

(tenaga dan ilm u bole h disewa), maka upahnya tida k sa h. 

2) Kedua bela h piha k yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya 

untu k melakukan akad upa h it u. Apabila sala h seorang diantara 

keduanya terpaksa maka akadnya tida k sa h. 

3) Manfaa t yang menjadi obye k upa h harus diketahui secara jelas, 

sehingga tida k terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika 

manfaatnya tida k jelas, maka akad it u tida k sa h. 

                                                 
11

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Bogor, Prenada Media, 2003), 127 
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4) Obye k upa h it u diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan 

tida k ada cacatnya. 

5) Obye k upa h it u sesuat u yang dihalalkan ole h syara’.
12

 

3. Dasa r Huku m Upah 

Dasa r huku m tentang upa h buru h tela h ada dan ditetapkan dala m 

Undang-undang sebagai berikut:  

a. Pasa l 5 aya t (2) danPasa l 27 aya t (2) Undang-undang Dasa r 1945. 

b. Undang-undang Nomo r 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan 

Organisasi Perburuhan Internasiona l Nomo r 100 mengenai 

pengupahan bagi buru h laki-laki dan wanita untu k pekerjaan yang 

sama nilainya (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomo r 171). 

c. Undang-undang Nomo r 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan 

Poko k Mengenai Tenaga Kerja (Lembaga Negara Nomo r 2912). 

Preside m Republi k Indonesia Memutuskan dan menetapkan: 

Praturan Pemerinta h Tentang Perlindungan Upa h No. 8 Tahun 1981. 

Kemudian diatu r kembali pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Tenaga Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigari 

No.PE R.04/MEN1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 

Bagi Pekerja di Perusahaan.
13

 

 

 

                                                 
12

 M. Ali Hasan, berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), 231 
13

 Undang-undang Penepatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, (Bandung: 

Fokus media, 2011), 67 
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4. Macam-maca m Upah 

Macam-maca m ujra h dapa t berupa benda dan pekerjaan ata u 

upah-mengupa h diantaranya:  

a. Upa h yang tela h disebutkan (ajru l musamma), yait u upa h yang tela h 

disebutkan pada awa l transaksi, suratnya adala h ketika disebutkan 

harus disertai adanya kerelaan (diterima) ole h kedua bela h piha k. 

b. Upa h yang sepadan (ajru l mustli) adala h upa h yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisinya pekerjaannya. Maksudnya 

adala h harta yang dituntun sebagai komponsasi dala m suat u transasi 

yang sejenis padanya. 

c. Ijara h alaal-a’ma l (bersifa t pekerjaan), Dala m ha l ini terjadi 

perikatan tentang pekerjaan buru h manusia dimana piha k penyewa 

memberikan upa h kepada piha k yang menyewakan.
14 

B. Tinjauan Tentang Ujrah 

1. Pengertian Ujrah 

Ujra h dan Ijara h merupakan dua kata yang berbeda tetapi sat  u 

pembahasan. Maka dari it u peneliti akan membahas ijara h terlebi h dahul u 

dan kemudian membahas tentang ujra h . Secara etimologi ijara h berarti 

bay’almanfa’a h (menjua l manfaat), bai k manfaa t suat u benda maupun 

jasa ata u imbalan dari tenaga seseorang.
15

 

Menuru t jumhu r ulama fiqi h berpendapa t bahwa ijara h adala h 

menjua l manfaa t dan yang bole h disewakan adala h manfaatnya. Dala m 

                                                 
14

 Nurul Huda, et al, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 230 

 
15

 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, ( Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277 
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kamus huku m, ijara h adala h sewa-menyewa ata u upah-mengupa h bai k 

untu k barang maupun jasa. Dengan adanya ijara h, antara orang yang 

mempunyai uang tetapi tida k dapa t bekerja dengan orang yang 

mempunyai tenaga ata u keahlian yang membutuhkan uang mendapa t 

keuntungan dan kedua bela h piha k saling mendapatkan manfaa t.
16

 

Ijara h  adala h akad yang obyeknya iala h penukaran manfaa t untu k 

masa tertent u sama dengan menjua l manfaa t menuru t  M. Hasbi As h 

Shiddieq y. Sedangkan menuru t pengertian syara’, al-Ijara h iala h suat u 

jenis akad untu k mengambi l manfaa t dengan jalan penggantian ata u upa h. 

Namun dala m ha l pembahasan ini lebi h menekan pada upa h ata u ujra h . 

Perbedaannya kala u ijara h merupakan suat u perjanjian (akad)untu k 

mengambi l manfaa t bai k suat u benda maupun jasa. Sedangka ujra h 

(upah) adala h imbalan ata u balasan dari manfaa t yang dinikmati.
17

 

Menuru t Hanafia h Ujra h adala h akad untu k membolehkan 

pemilikan manfaa t yang diketahui dan disengaja dari suat u za t yang 

disewa dengan imbalan. Menuru t  Syaik h Syiha b al-Din dan Syaik h 

Umainas Ujra h adala h akad atas manfaa t yang diketahui dan disengaja 

untu k memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika 

it u.
18

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapa t disimpulkan bahwa akad 

adala h ikatan ija b dan qabu l dan keridhoan dari kedua bela h piha k yang 

                                                 
16

 Ibid, 278 
17

 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, .h. 134 
18

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114 
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dilakukan dengan sengaja. Sehingga adanya akad dapa t menjadi kekuatan 

tersendiri antara kedua bela h piha k tersebu t. 

2. Rukun dan Syara t Ujrah 

a. Rukun Ujrah 

1) Adanya keridhaan kedua bela h piha k yang melakukan akad. 

2) Mengetahui manfaa t dengan sempurna barang yang diakadkan, 

sehingga h mencega h terjadinya perselisihan. 

3) Hendakla h barang yang menjadi obye k transaksinya (akad) dapa t 

dimanfaatkan kegunaannya menuru t kriteria, realita dan syara’.  

4) Dapa t diserahkan sesuat u yang disewakan kegunaannya 

(manfaatnya)  

5) Bahwa manfaa t adala h ha l yang muba h, bukan yang diharamkan. 

6) Besarnya upa h ata u imbalan yang akan dibayarkan harus jelas. 

7) Wujud upa h juga harus jelas   

8) Wakt u pembayaran upa h harus jelas 

Jumhu r ulama’ memandang rukun sebagai unsur-unsu r yang 

membentu k sebua h perbuatan. Rukun merupakan ha l yang sanga t 

esensia l artinya apabila rukun tida k dipenuhi ata u sala h sat u 

diantaranya tida k sempurna (cacat), maka suat u perjanjian tida k sa h 

(batal).
19
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Al-ma’rif, 1987), 12 
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b. Syara t Ujrah 

Dala m huku m Isla m mengatu r sejumla h persyaratan yang 

berkaitan dengan ujra h sebagai berikut:  

1) Ujra h (upah) harus dulakukan dengan cara-cara musyawara h dan 

konsultasi terbuka, sehingga dapa t terwujudkan di dala m diri setia p 

individ u pelak u ekonomi, rasa kewajiban mora l yang tinggi dan 

dedikasi yang loya l terhada p kepentingan umu m.  

2) Upa h harus berupa malmutaqawin dan upa h tersebu t harus 

dinyatakan secara jelas.13 Konkri t ata u dengan menyebutkan 

kriteria-kriteria. Karena upa h merupakan pembayaran atas nilai 

manfaa t, nilai tersebu t disyaratkan harus diketahui dengan jelas. 

Mempekerjakan orang dengan upa h makan, merupakan conto h 

upa h yang tida k jelas karena mengandung unsu r jihala h (ketida k 

pastian).
20

 

3) Upa h harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupa h suat u 

pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan conto h yang 

tida k memenuhi persyaratan ini. Karena it u hukumnya tida k sa h, 

karena dapa t mengantarkan pada prakte k riba. Misalnya 

mempekerjakan kuli untu k membangun ruma h dan upahnya berupa 

bahan bangunan ata u ruma h.
21

 

4) Ujra h perjanjian persewaan hendaknya tida k berupa manfaa t dari 

jenis sesuat u yang dijadikan perjanjian dan tida k sa h membant u 

                                                 
20

 Ghufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), 186 
21

 Ibid, 186-187 



 

 

19 

seseorang dengan upa h membant u orang lain. Masala h tersebu t 

tida k sa h karena persamaan jenis manfaa t, maka masing-masing it u 

berkewajiban mengeluarkan upa h ata u ongkos sepantasnya setela h 

menggunakan tenaga seseorang tersebu t.
22

 

Berdasarkan pada rukun dan syara t akad yang tela h dijelaskan 

diatas maka rukun dan syara t ini sanga t berkaitan dan diwajibkan pada 

saa t akan berakad. Yang mana pada rukun ini iala h perbuatan yang 

sengaja dibua t ole h dua orang ata u lebi h atas keridhaan masing-masing 

dan syara t yait u perbuatan untu k mencapai sahnya suat u akad. 

3. Dasa r Huku m Ujrah 

a. Al-Quran 

                  

           
Artinya: Dan Alla h menciptakan langi t dan bumi dengan tujuan yang 

bena r dan aga r dibalasi tiap-tia p diri terhada p apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tida k akan dirugikan. ( Q.S A l Jathsiyah: 

22)
23

 

                                                 
22

 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzab (Al - Fiqh’ Alal Madzahibil Arba’ah), juz 

IV, (Semarang: CV. As-Syifa’, 1994), 180 
23

 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006), 500 
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Aya t di atas menjelaskan setia p manusia akan diberi imbalan 

dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tida k akan dirugikan. 

Jadi aya t ini menjamin upa h yang laya k.
24

 

                              

                             

                              

          

Artinya: Sala h seorang dari kedua wanita it u berkata: Ya bapakk u 

ambilla h ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling bai k yang kam u ambi l untu k 

bekerja (pada kita) iala h orang yang kua t lagi dapa t dipercaya. 

Berkatala h dia (Syu´aib): Sesungguhnya ak u bermaksud menikahkan 

kam u dengan sala h seorang dari kedua anakk u ini, atas dasa r bahwa 

kam u bekerja dengank u delapan tahun dan jika kam u cukupkan 

sepulu h tahun maka it u adala h (suat u kebaikan) dari kam u, maka 

ak u tida k henda k memberati kam u. Dan kam u Insya Alla h akan 

mendapatik u termasu k orang-orang yang bai k (QS. A l Qasas: 26-

27)
25

 

b. Ijma’ 

Landasan ijmanya adala h semua uma t bersepaka t, tida k ada 

seorang ulama pun yang membanta h kesepakatan ijma ini, sekalipun 

                                                 
24

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf, 1995), 364 
25

 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006), 388 
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ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapa t, tetapi ha l 

ini tida k diangga p.
26

 

c. Hadits  

ٌ عَنْْْمْا قاَ لَ  ُ علَيَْهِ وَ سَلََّّ  وَ أَ عْطَى : عَنْ ابْنِ عَبَّا سِ رَ ضَِِ ا اللََّّ ا مَ أَ جْرَ هُ.اِ حْتَجَمَ ا لنَّبُِِّ صَلََّّ ا اللََّّ  ا لحُْجَّ

Artinya: Dari Ibn u Abbas ia, ia berkata: Nabi berbeka m dan 

belia u memberikan kepada tukang beka m it u upahnya. (H R.Al-

Bukhari). 

ُ عَنْْمَُا قاَ لَ  رَ رَ ضَِِ ا اللََّّ ٌ : وَ عَنِ ا بْنِ عَُُ ُ صَلََّّ اللََّّ اَعْطُوْ اْلُأجِيُْْ أَجْرَهُ قبَْلَ أَنْ :  علَيَْهِ وَسَلَََّّ قاَ لَ رَ سُوْ لُ ا اللََّّ

فَّ عَرَ قهُُ.  يََِ

 

Artinya: Dari Ibn u ‘Uma r ra ia berkata: Rasululla h SA W 

bersabda: Berikanla h kepada tenaga kerja it u upahnya sebelu m 

keringatnya kering. (H R. Ibn u Majah)
27

 

4. Macam-maca m Ujrah 

Macam-maca m ujra h dapa t berupa benda dan pekerjaan ata u 

upah-mengupa h diantaranya:  

a. Upa h yang tela h disebutkan (ajru l musamma), yait u upa h yang tela h 

disebutkan pada awa l transaksi, suratnya adala h ketika disebutkan 

harus disertai adanya kerelaan (diterima) ole h kedua bela h piha k. 

b. Upa h yang sepadan (ajru l mustli) adala h upa h yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisinya pekerjaannya. Maksudnya 

adala h harta yang dituntun sebagai komponsasi dala m suat u transasi 

yang sejenis padanya. 

                                                 
26

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117 
27

 Ibid., 319-320 
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c. Ijara h alaal-a’ma l (bersifa t pekerjaan), Dala m ha l ini terjadi 

perikatan tentang pekerjaan buru h manusia dimana piha k penyewa 

memberikan upa h kepada piha k yang menyewakan.
28

  

Seperti tela h dijelaskan diatas, upah-mengupa h seperti ini ada 

yang bersifa t pribadi, seperti menggaji seorang pembant u ruma h tangga, 

tukang kebun, buru h panen, dan sebagainya. 

C. Tinjauan Tentang Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Dala m Kamus Besa r Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua 

arti: pertama, ada t kebiasaan turun temurun yang masi h dijalankan 

masyaraka t. Kedua, penilaian ata u anggapan bahwa cara-cara yang tela h 

ada merupakan cara yang paling bai k dan bena r.
29

 Dengan demikian, 

tradisi merupakan istila h generi k untu k menunjukan segala sesuat u yang 

hadi r menyertai kekinian.
30

 

Dala m buk u lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisi 

melalui dua cara, yaitu:  

a. Kemuunculan secara spontan dan ta k diharapkan serta melibatkan 

rakya t banya k. Karena suat u alasan, individ u tertent u menemukan 

warisan historis yang menari k perhatian, ketakziman, kecintaan, dan 

kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. 

Sehingga kemunculannya it u mempengaruhi rakya t banya k. 

                                                 
28

 Nurul Huda, et al, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 230 
29

 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 589 
30

 Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Kumunitas NU, 

(Jakarta: Depag R, 2007), 9 
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b. Melalui mekanisme paksaan. Sesuat u yang diangga p sebagai tradisi 

dipili h dan dijadikan perhatian umu m ata u dipaksakan ole h individ u 

yang berpengaru h ata u yang berkuasa.
31

 

Maka dapa t disimpulkan bahwa tradisi merupakan dari sebua h 

kebudayaan, dan apabila tradisi yang terdapa t di masyaraka t dihilangkan 

maka ada harapan suat u kebudayaan akan berakhi r. 

2. Pengertian ‘Urf 

‘Urf secara etimolgi berasa l dari kata ‘arafa, yu’rif u ( عَرَفَ ـ

 dengan arti sesuat u ( الْمَعْرُوْفُ  ) Sering diartikan dengan al-ma’ruf .(يعُْرِفُ 

yang dikena l ata u berarti yang baik
32

. ‘Urf (tradisi) adala h bentuk-

bentu k mu’amala h (berhubungan kepentingan) yang tela h menjadi ada t 

kebiasaan dan tela h berlangsung konsisten dikalangan masyaraka t.
33

 ‘Urf 

juga disebu t dengan apa yang suda h ada terkena l dikalangan uma t 

manusia dan selal u dikuti p, baik‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan.
34

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapa t disimpulkan bahwa ‘urf 

yait u sesuat u yang tela h saling dikena l manusia, seperti adanya saling 

pengertian diantara mereka, bai k keumumannya ataupun kekhususannya. 

3. Syara t ‘urf menjadi landasan huku m. 

Adapun alasan para ulama yang memakai ‘urf dala m menentukan 

huku m antara lain:  

                                                 
31

 Piotr Sztomka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 71-72 
32

 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), 333 
33

 Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416 
34

 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), 77 
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a. Banya k huku m syaria h, yang ternyata sebelumnya merupakan 

kebiasaan orang Ara b, seperti adanya wali dala m pernikahan dan 

susunan keluarga dala m pembagian waris. 

b. Banya k kebiasaan orang Ara b, bai k berbentu k lafa z maupun 

perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.
35

 

D. Huku m Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Huku m Ekonomi Syariah 

Kata huku m yang dikena l dala m Bahasa Indonesia berasa l dari 

Bahasa ara b huk um yang berarti putusan judgemen t ata u ketetapan 

provision. Dala m ensiklopedi Huku m Isla m, huku m berarti menetapkan 

sesuat u atas sesuat u ata u meniadakannya. 
36

 

Ekonomi adala h usaha ata u kegiatan yang dilakukan ole h orang 

perorangan, kelompo k orang, badan usaha yang berbadan huku m ata u 

ida k berbadan huku m dala m rangka memenuhi kebutuhan yang bersifa t 

komersia l menuru t prinsi p syaria h.
37

 Ekonomi syaria h ata u yang biasa di 

sebu t dengan Ekonomi Isla m merupakan sekumpulan dasar-dasa r umu m 

ekonomi yang berasa l dari Al-Qur’an dan As-Sunna h, dan merupakan 

bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasa r 

terseb u sesuai dengan tia p lingkungan dan masa.
38

 

Huku m merupakan sebua h aturan yang harus dijalani sesuai 

dengan perinta h yang menyangku t kehidupan manusia. Ekonomi syaria h 
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 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul., 335 
36

 Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichiar Baru, 1997), 571 
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 Kompilasi Hukum., 3 
38

 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
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merupakan sebua h siste m ekonomi yang berdasarkan Huku m Isla m yang 

berlak u. Ole h karena it u huku m ekonomi syaria h bisa dikatakan sebagai 

sebua h huku m yang mengatu r segala ha l yang berkaitan dengan siste m 

ekonomi berdasarkan Al-Qur’an, hadisdan ijihad para ulama. 

Huku m dan ekonomi dua ha l yang tida k bole h dipisahkan, seba b 

dua ha l ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Huku  m ekonomi 

merupakan kajian tentang huku m yang berkaitan dengan ekonomi secara 

interdespline r dan multidimensiona l. Menuru t Rachma t Sumitro, huku m 

ekonomi adala h keseluruhan norma-norma yang dibua t ole h pemerinta h 

ata u penguasa sebagai sat u personifikasi dari masyaraka t yang mengatu r 

kehidupan ekonomi di mana kepeningan individ u dan masyaraka t saling 

berhadapan.
39

 

Pengertian huku m ekonomi syaria h it u sendiri bisa didefinisikan 

sebagai suat u ketetapan ata u huku m ekonomi yang berdasarkan syaria h 

dengan dilandasi pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijtihad para ulama  

Bersadarkan penjelasan di atas, maka dapa t dipahami bahwa 

huku m ekonomi syaria h adala h suat u ketetapan ata u huku m yang 

mengatu r segala ha l. Yang berkaitan dengan siste m ekonomi berdasarkan 

syaria h dan dilandasi pedoman Al-Qur’an dan hadis beserta ijtihad para 

ulama.  
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 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
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2. Prinsip-prinsi p Huku m Ekonomi Syariah 

Huku m ekonomi syaria h memiliki beberapa prinsi p, yakni sebagai 

berikut:  

a. Prinsi p Aqida h ata u Prinsi p Tauhid. Prinsi p ini merupakan fondasi 

huku m Isla m yang menekankan bahwa:  

1) Harta benda yang dikuasai manusia hanyala h amana h dari Alla h 

sebagai pemili k hakiki, yang harus diperole h dan dikelola dengan 

bai k (al- thayyibat) dala m rangka mencari kemanfaatan dan 

karunia Alla h. 

2) Manusia dapa t berhubungan langsung dengan Alla h. Ekonomi 

Isla m adala h ekonomi yang berdasarkan kebutuhan. Siste m ini 

bertii k tola k dari Alla h, bertujuan akhi r kepada Alla h, dan 

menggunakan sarana yang tida k lepas dari syaria t Alla h.
40

 

b. Prinsi p Keadilan, mencaku p seluru h aspe k kehidupan, merupakan 

prinsi p yang penting. 

c. Prinsi p Al-Ihsan (berbua t kebaikan), pemberian manfaa t kepada orang 

lain lebi h dari pada ha k orang lain it u. 

d. Prinsi p Al-Mas’uliya h (accountability), pertanggung jawaban yang 

meliputi beraga m aspe k, yaitu: pertanggung jawaban antara individ u 

dengan individ u, pertanggung jawaban dala m masyaraka t. 

e. Prinsi p kejujuran dan Kebenaran Prinsi p ini merupakan sendi akhlaku l 

karima h. 
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 M. Yusuf Qardhawi, norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 
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1) Prinsi p transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus 

tegas, jelas dan pasti. Bai k benda yang menjadi obje k akad, 

maupun harga barang yang diakadkan. 

2) Prinsi p transaksi yang merugikan dilarang. Setia p transaksi yang 

merugikan diri sendiri maupun piha k kedua dan piha k ketiga 

dilarang. 

3) Prinsi p mengutamakan kepeningan sosia l. Prinsi p ini menekankan 

pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa 

menyebabkan kerugian inidividu 

4) Prinsi p manfaa t, obje k transaksi harus memiliki manfaa t, transaksi 

terhada p obje k yang tida k bermanfaa t menuru t syaria t dilarang. 

5) Prinsi p transaksi yang mengandung riba dilarang, Ha l ini 

dikarenakan riba akan sanga t merugikan sala h sa u piha k dan 

memberikan keuntungan kepada piha k lainnya. 

6) Prinsi p suka sama suka (saling rela).
41
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BA B III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sifa t Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adala h 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adala h suat u 

penelitian yang dilakukan dilapangan ata u lokasi  penelitian, suat u tempa t 

yang dilakukan di lapangan ata u lokasi penelitian, suat u tempa t yang 

dipili h sebagai lokasi untu k menyelidiki segala objektif yang terjadi di 

lokasi tersebu t. Ata u suat u  penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terperinci dan mendala m terhada p suat u obje k tertent u dengan 

mempelajarinya sebagai suat u kasus. 
1
 Penelitian ini berlokasi di Desa 

Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h. 

2. Sifa t Penelitian 

Metode Penelitian ini adala h penelitian yang bersifa t deskriptif 

yait u merupakan forma t penelitian yang bertujuan untu k menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi ata u berbagai variabe l yang 

timbu l dimasyaraka t yang menjadi obje k peneliti tertentu
2
 . Menuru t 

Sumardi Suryabrata menyatakan bahwa, Penelitian Deskriftif merupakan 

                                                 
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 

2012), 26 
2
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Renika Cipta, 2011), 96. 
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penelitian yang dilakukan untu k membua t pencandraan secara sistematis, 

faktua l dan akura t mengenai situasi-situasi ata u kejadian.
3
 

Berdasarkan keterangan di atas dapa t dipahami bahwa penelitian 

deskriptif bertujuan untu k menggambarkan mengenai Tradisi Penetapan 

Upa h Panen dala m Perspektif Huku m Ekonomi Syaria h di Desa Buki t 

Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h, yang 

digambarkan dengan kata-kata ata u kalimat-kalima t yang dipisahkan 

menuru t kategori untu k memprole h kesimpulan. 

B. Sumbe r Data  

Menuru t Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumbe r data 

dala m penelitian adala h subje k dari mana data diperole h.
4
 Data adala h segala 

informasi yang dijadikan dan diola h untu k suat u kegiatan penelitian sehingga 

dapa t dijadikan dasa r dala m pengambilan keputusan.
5
 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dala m 

pengumpulan datanya, maka sumbe r data tersebu t responden ata u menjawa b 

pertanyaan-pertanyaan peneliti bai k tulisan ataupun lisan. Sementara it u, 

sumbe r data dala m penelitian ini dikategorikan dala m dua kelompo k yaitu:  

1. Sumbe r Data Primer 

Sumbe r data prime r adala h sumbe r pertama dimana sebua h data 

dihasilkan. Data prime r adala h data yang diambi l dari sumbe r data prime r 

                                                 
3
 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian Cet Ke-VI, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 

18 
4
 Suharsimi Arikuno, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 172 
5
 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), 97 
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ata u sumbe r pertama yang menjadi subje k pertama dilapangan
6
 Sumbe r 

data yang dimaksud dari penelitian ini adala h sumbe r data yang didapa t 

peneliti dari lapangan, dan subjeknya adala h pemili k lahan dan pekerja di 

Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h. 

2. Sumbe r Data Sekunder 

Sumbe r data sekunde r adala h data yang diperole h ata u yang 

berasa l dari bahan kepustakaan.
7
 Sumbe r data yang dimaksud dari 

penelitian ini adala h sumbe r data yang di dapa t dari buku-buk u yang 

terkai t dengan penelitian peneliti. 

C. Tekni k Pengumpulan Data 

Ha l yang harus dilakukan seorang peneliti dala m sebua h penelitian 

adala h pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untu k 

memudahkan peneltian lebi h lanju t. Untu k mendapatkan data secara objektif 

ada beberapa.Tekni k pengumpulan data dala m penelitian ini adala h 

wawancara dan dokumentasi secara rinci tekni k pengumpulan data tersebu t 

adala h sebagai berikut:  

1. Observasi  

Observasi adala h ala t pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencata t secara sistemati k gejala-gejala yang 

                                                 
6
 Muhammad, Metodologi Penelitin Ekonomi Isalam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), 97 
7
 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), 88 
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diselidiki.
8
 Melalui observasi di lapangan peneliti akan lebi h mamp u 

memahami konteks dala m keseluruhan situasi sosia l, jadi akan dapa t 

diperole h pandangan yang holisti k ata u menyeluru h.
9
 Pada penelitian ini, 

tekni k observasi digunakan untu k mengamati pelaksanaan penetapan upa h 

panen di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung 

Tenga h. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adala h bentu k komunikasi antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dala m bentu k tanya jawa b dala m 

hubungan tata p muka, sehingga gera k dan mimi k responden merupakan 

pola media yang melengkapi kata-kata dala m pelaksanaan wawancara. 

Artinya pertanyaan yang diberikan dari piha k yang mewawancarai dan 

jawaban diberikan ole h yang diwawancarai
10

 

Dala m ha l ini wawancara dilakukan untu k  memperole h informasi 

yang berkaitan dengan Penetapan upa h panen di Desa Buki t Bar u 

Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h. 

Adapun seorang yang tela h peneliti wawancarai yait u pemili k 

lahan yang bernama Bapa k Sunadi dan pekerja yait u Bapa k Senen, Ib u 

Sumini, Ib u Lestari, Ib u Supatmi, Ib u Yatmi, Bapa k Nardi dan Bapa k 

                                                 
8
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), 70 
9
 Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantiatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), 228 
10

 Haris Hardiansyah, Wawancara Observasi, dan Focus Groups, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 66 
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Paimin di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung 

Tenga h. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adala h hal-ha l variabe l yang merupakan catatan, 

transki p, buk u, sura t kaba r, agenda dan sebagainya.
11

  Dokumen yang 

dibutuhkan dala m penelitian ini adala h data sejara h Desa Buki t Bar u 

Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h.  

D. Tekni k Analisis Data 

Tekni k yang digunakan pada penelitian ini adala h analisis data 

kualitatif dengan menggunakan metode berfiki r induktif.
12

 Analisis data 

kualitatif adala h upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasi data, memila h mili h menjadi kesatuan yang dapa t dikelola, 

mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

dipelajari.
13

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang 

tela h diperole h dala m bentu k uraian untu k dianalisis dengan cara berfiki r 

induktif yang berangka t dari informasi yang  berkaitan dengan tradisi 

penetapan upa h yang terjadi di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha 

Kabupaten Lampung Tenga h. 
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 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitia, 27 
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13

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian., 248 



 

 

BA B IV 

HASI L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umu m Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

Buki t Bar u merupakan sala h sat u nama desa yang ada di Kecamatan 

Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h. Desa Buki t Bar u dibuka pada tahun 

1964, Ole h para pendudu k imigran yang berasa l dari pula u Jawa khususnya 

Jawa Timu r dan Jawa Tenga h yang keadaannya masi h hutan belantara. Di 

Desa Buki t Bar u terdapa t 271 Jiwa, jumla h kepala keluarga 88 Kepala 

Keluarga. Masyaraka t Desa Sidomulyo sebagian besa r beragama Isla m yait u 

sebanya k 97% dari jumla h penduduknya. Sebanya k 3% dari jumla h 

penduduknya beragama Kristen.
1
 Untu k lebi h jelasnya mengenai jumla h 

pendudu k di Desa Sidomulyo dapa t diliha t pada tabe l di bawa h ini. 

Tabe l 4.1 

Jumla h Pendudu k Berdasarkan Jenis kelamin 

No. Keterangan Jumlah 

1 Laki-laki 141 Jiwa 

2 Perempuan 130 Jiwa 

Jumlah 271 Jiwa 

Sumber: Data umu m Desa Buki t Baru 

Dari tabe l di atas  bahwa pendudu k Desa Buki t Bar u lebi h banya k 

berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Jadi sebagian besa r pekerja 

adala h laki-laki dan perempuan sebagian besa r menjadi ib u ruma h tangga 

ata u anak-ana k yang masi h sekola h. 

                                                 
1
 Dokumen Desa, Profil Desa Bukit Baru 2020, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit 

Baru, 2020) 
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Tabe l 4.2 

Jumla h pendudu k berdasarkan Mata Pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Orang Orang 

1 PNS 2 2 

2 Akademi/D1-D3 1 1 

3 Sarjana S1-S3 4 4 

4 Pedagang 9 9 

5 Tani 140 140 

6 Pertukangan  46 46 

7 Buru h tani  66 66 

8 Pensiunan  - - 

9 Nelayan  - - 

10 Pemulung  - - 

11 Peternak 3 3 

Sumber: Data umu m Desa Buki t Baru 

Dari tabe l di atas  bahwa pendudu k Desa Buki t Bar u yang berprofesi 

sebagai pedagang masi h sediki t sehingga peluang bisnis di Desa tersebu t 

sanga t banya k sehingga menjadi sasaran para pembisnis yang ada di Desa 

Buki t Bar u. 

Desa Buki t Bar u memiliki batas wilaya h yakni sebagai berikut:  

1. Sebela h Utara berbatasan dengan wilaya h Desa Marhen Kecamatan Buki t 

Bar u Kabupaten Lampung Tengah 

2. Sebela h Selatan berbatasan dengan wilaya h Desa Negara Bumi Udi k 

Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

3. Sebela h Bara t berbatasan dengan wilaya h Desa Padasuka Kecamatan 

Buki t Bar u Kabupaten Lampung Tengah 
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4. Sebela h Timu r berbatasan dengan wilaya h Desa Srijaya Kecamatan Buki t 

Bar u Kabupaten Lampung Tenga h.
2
 

Desa Buki t Bar u terdiri dari 2 (dua) dusun, dengan jumla h pendudu k 

sebanya k 271 jiwa. Desa Buki t Bar u memiliki luas wilaya h seluas 55 Ha. 

Dari luas wilaya h tersebu t, sebagian besa r wilaya h Desa Buki t Bar u adala h 

berupa persawahan. Area l persawahan yang ada di Desa Buki t Bar u mencapai 

22   Ha.
3
 

Tabe l 4.3 

Luas Wilaya h Desa Buki t Bar u  

No. Keterangan Jumlah 

1 Lahan Sawa h dan Ladang 38, 4 Ha 

2 Hutan 0 Ha 

3 Lahan Peternakan 1 Ha 

5 Waduk/Danau 0 Ha 

6 Jalan 1, 6 Ha  

7 Pemukiman/perumahan 9 Ha 

8 Perkuburan 0 Ha 

Sumber: Data umu m Desa Buki t Baru 

 

Ha l ini mengakibatkan sebagian besa r penduduknya adala h petani, 

yait u mencapai 140 orang. Sedangkan kegiatan masyaraka t yang lain selain 

bertani adala h sebagai pertukangan 46 orang dan buru h tani 66 orang dan 

lainnya 19 Orang.
4
 Masyaraka t di Desa Buki t Bar u sebagian besa r berprofesi 

sebagai petani, kegiatan masyaraka t yang berhubungan dengan pertanian yang 

biasanya dilakukan ole h mayaraka t adala h jua l beli hasi l panen.
5
 Selain 

                                                 
2
 Dokumen Desa, Profil Desa Bukit Baru 2020, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit 

Baru, 2020), 3 
3
 Dokumen Desa, Profil Desa Bukit Baru 2020, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit 

Baru, 2020), 4 
4
 Dokumen Desa, Profil Desa Bukit Baru 2020, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit 

Baru, 2019), 4. 
5
 Wawancara dengan Bapak Nyamin Sekertaris Desa yang mewakili Kepala Desa yaitu 

Bapak Rohim, Pada Senin, 20 Juli 2020. 
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berprofesi sebagai petani sebagian masyaraka t Buki t Bar u berprofesi sebagai 

pedagang, bai k pedagang bahan poko k makanan seperti sayu r mayu r yang 

ada di dusun sat u dan dusun dua di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha 

Kabupaten Lampung Tenga h. 

B. Tradisi Penetapan Upa h di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah 

 

Berdasarkan hasi l wawancara dengan bapa k Sunadi selak u pemili k 

sawa h, dan masyaraka t setempa t lainnya. Pada dasarnya siste m pengupahan 

adala h bentu k kerjasama antara pemili k sawa h dan buru h tani, karena 

pemili k sawa h tida k mamp u mengerjakan sawahnya secara sendirian 

terutama saa t mulai tana m padi, sehingga mereka membutuhkan orang lain 

membant u menggara p sawahnya. Begit u pula buru h tani yang membutuhkan 

pekerjaan. 

Siste m pembayaran upa h yang suda h menjadi tradisi di masyaraka t  

sanga t berpengaru h dala m kehidupan mereka. Dala m kerjasama ini terdapa t 

nilai-nilai sosia l dan mora l yang sanga t dihormati ole h masyaraka t seperti 

tolong menolong dan gotong royong. Adapun para piha k yang berakad dala m 

siste m pembayaran upa h ini adala h para piha k yang membentu k perjanjian 

yait u petani yang punya sawa h dengan orang yang bekerja untu k menana m 

yang sekaligus memanen.
6
 

Pekerjaan buru h tani adala h pekerjaan yang terdapa t pada secto r 

informa l. Sepertinya undang-undang hanya berlak u pada wilaya h forma l 

saja, di mana buru h mendapa t upa h sesuai upa h minimu m, undang-undang 

                                                 
6
 Wawancara dengan Bapak Sunadi pemilik lahan, Pada Kamis, 22 Juli 2020 
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mengatu r perjanjian kerja antara buru h dan pengusaha yang sesuai dengan 

peraturan perundangan. Sedangkan pada wilaya h non forma l seperti buru h di 

masyaraka t, berlandaskan keadilan yang tida k mengac u kepada undang-

undang. 
7
 

Maka prakte k upa h tersebu t selal u dilakukan ole h petani terhada p 

buru h, karena diangga p sebagai suat u kebiasaan orang dahul u, dengan 

adanya ukuran yang dipakai suda h cuku p memberitahukan kepada buru h tani 

berapa upa h yang akan mereka terima. 

Peneliti mewawancarai buruh panen yaitu melakukan wawancara 

kepada Bapak Senen, Ibu Sumini Ibu Lestari dan Ibu Supatmi. Dan jawaban 

dari wawancara mereka dapat disimpulkan bahwa Setelah pemilik lahan  

menyebutkan spesifikasi lahan padi yang akan dipanen, maka mereka 

langsung menyepakati untuk memanen padi tersebut. Sistem pembayaran 

upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam 

kehidupan mereka. Dan upah dibayarkan setelah selesai memanen padinya, 

dan terkadang ada keterlambatan untuk pengupahannya.
8
 Dan begitupun 

dengan Ibu Lestari dan Ibu Supatmi. 

Masyarakat desa Bukit Baru upah mengupah dengan tata cara yang 

biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau 

tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja 

diantara kedua belah pihak. 
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C. Tradisi Penetapan Upa h Panen Dala m Perspektif Huku m Ekonomi 

Syaria h di Desa Buki t Bar u Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

Dala m Kamus Besa r Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: 

pertama, ada t kebiasaan turun temurun yang masi h dijalankan masyaraka t. 

Kedua, penilaian ata u anggapan bahwa cara-cara yang tela h ada merupakan 

cara yang paling bai k dan bena r.
9
 Dengan demikian, tradisi merupakan istila h 

generi k untu k menunjukkan segala sesuat u yang hadi r menyertai kekinian.
10

 

Pekerjaan buru h tani adala h pekerjaan yang terdapa t pada sekto r 

informa l dimana tida k ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan 

yang digunakan dala m pekerjaan ini adala h ada t kebiasaan, namun tida k 

semua ada t kebiasaan membawa kebaikan dala m masyaraka t. Keadilan yang 

seharusnya menjadi dasa r utama dala m hubungan timba l bali k terkadang 

diabaikan.bermanfaa t dan dimanfaatkan ole h manusia, mili k seseorang, 

pesanan diserahkan wakt u yang disepakati besama ketika transaksi 

berlangsung.  

Syari’a t Isla m menganjurkan aga r upa h yang diterima ole h tenaga 

kerja, sesuai dengan tenaga yang tela h diberikan. Tenaga kerja tida k bole h 

dirugikan, ditip u dan dieksploitasi tenaganya, karena menginga t keadaan 

sosia l tenaga kerja pada posisi perekonomian lema h. Gaji harus dibaya r ata u 

dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Ha l it u sesuai 

dengan firman Alla h SW T, yaitu:  

                                                 
9
 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka), 1998, 589 
10

 Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Kumunitas NU, 

(Jakarta: Depag RI), 2007, 9 
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                        

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka deraja t menuru t apa yang 

tela h mereka kerjakan dan aga r Alla h mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. ( Q.S Al-Ahqaf: 

19).
11

 

Dapatla h dikatakan bahwa tenaga kerja berha k menerima gaji sesuai 

keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang 

dilakukan tida k bole h mengurangi gaji yang tela h tertunda. Harus sesuai 

dengan yang diperjanjikan tida k bole h dikurangi sedikitpun. Ketika pada 

suat u saa t orang yang mengupa h ata u yang diupa h it u meningga l dunia, 

maka it u tida k membatalkan akad pengupahan.   

Siste m pengupahan yang dilakukan masyaraka t Buki t Bar u adala h 

ha l yang suda h menjadi kebiasaan di beberapa daera h kecamatan Ana k tuha. 

Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buru h tani, mereka 

mengatakan lebi h menyukai siste m pengupahan yang seperti ini walaupun 

harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tida k teta p, terkadang 

memperole h hasi l yang banya k jika tanaman padinya bagus, tetapi 

sebaliknya jika padinya kurang bagus ata  u terkena hama maka mereka 

memperole h hasi l yang sediki t. Di dala m ajaran Isla m, bekerja merupakan 

suat u keharusan bagi pemeluknya. Ha l ini sesuai dengan firman Alla h dala m 

QS. Asy-Syua’ra [26]: 183 yang berbunyi:  

                                                 
11

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005),  
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                       

Artinya: Dan janganla h kam u merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganla h kam u merajalela di muka bumi dengan membua t kerusakan.
12

 

Aya t di atas bermakna bahwa janganla h seseorang merugikan orang 

lain, dengan cara mengurangi hak-ha k yang seharusnya. Dala m pengertian 

yang lebi h jau h, hak-ha k dala m upa h bermakna bahwa janganla h 

mempekerjakan upa h seseorang, jau h dibawa h upa h yang biasanya 

diberikan. Jadi dapa t dikatakan bahwa siste m upa h yang biasanya diberikan 

ole h para petani kepada buru h tani terdapa t unsu r ketida k adilan ata u 

kezaliman. Secara umu m makna kata zali m yang kita kena l adala h segala 

sesuat u perbuatan jaha t ataupun berbua t aniaya bai k kepada orang lain 

maupun diri sendiri dan makhlu k lainnya.
13

 

Menuru t peneliti siste m pengupahan ini bukanla h siste m upa h murni, 

tetapi pembagian upa h menuai padi berdasarkan banya k sedikitnya padi yang 

di panen, berarti mempengaruhi banya k sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. 

Semakin banya k padi yang dipotong maka semakin banya k tenaga yang 

dikeluarkan dan semakin banya k pula upa h yang didapa t ole h buru h. Siste m 

pengupahan ini adala h sebagai bentu k kearifan loka l yang berlandaskan 

keadilan. Siste m ini diterapkan ole h masyaraka t jawa yang masi h memegang 

prinsi p kebersamaan. 

                                                 
12

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 374  
13

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf, 1995) 
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Prakte k pengupahan yang menangguhkan upa h sampai wakt u panen 

tiba mungkin tida k sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan ole h Ibn u 

Maja h. Hadis tersebu t walaupun mengandung kata perinta h akan tetapi 

hanyala h etika dala m melakukan akad ijara h, yakni memberikan 

pembayaran upa h secepa t mungkin. 

Masala h penundaan pembayaran upa h ada ditentukan penundaan 

adala h sa h, tidakla h ha l it u membatalkan dala m perjanjian yang diadakan 

sebelumnya. Penundaan upa h secara sewenang-wenang kepada pekerja 

dilarang dala m Isla m, akan tetapi harus disegerakan. Jika dala m kesepakatan 

tida k terdapa t kesepakatan mempercepa t ata u menangguhkan, sekiranya 

upa h it u bersifa t dikaitkan dengan wakt u tertent u, maka waji b dipenuhi 

sesuda h berakhirnya masa tersebu t.  

Juga menjadi pertimbangan dala m berlakunya siste m pembayaran 

upa h setela h panen ini adala h huku m ada t yang tela h berlangsung lama, 

yang mengandung nilai-nilai socia l tinggi seperti tolong menolong dan 

gotong royong yang sanga t dianjurkan dala m agama Isla m. 

Di dala m fiqi h mu’amala h upa h dapa t diklasifikasikan menjadi dua:  

1. Upa h yang tela h disebutkan (ajru l musamma), yait u upa h yang tela h 

disebutkan pada awa l transaksi, suratnya adala h ketika disebutkan harus 

disertai adanya kerelaan (diterima) ole h kedua bela h piha k. 

2. Upa h yang sepadan (ajru l mustli) adala h upa h yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisinya pekerjaannya. Maksudnya 
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adala h harta yang dituntun sebagai komponsasi dala m suat u transasi yang 

sejenis padanya.
 14

 

Aga r terciptanya kemaslahatan bagi para piha k yang bekerja maka 

siste m pengupahan harus sesuai dengan aturan yang berlak u dala m huku m 

Isla m. Seba b upa h termasu k ha k para buru h yang awalnya mili k pemili k 

sawa h yang harus dijaga dan diberikan secara seimbang sesuai dengan 

kinerja para buruhnya. Sehingga pemili k sawa h harus proposiona l dala m 

memberikan upahnya.  

Namun akad tela h disebutkan ole h pemili k sawa h diawa l sesuai 

dengan kesepakatan para buru h dan pemili k sawa h. Sehingga adanya 

kerelaan dengan jumla h upa h yang akan mereka dapatkan. Apabila ada 

buru h yang masi h menggerut u mengenai upa h yang akan ia terima tida k 

sesuai, alangka h baiknya jika si buru h tersebu t tida k mengikuti pekerjaan 

tersebu t, ata u mengatakan seara langsung bahwa ia tida k sepaka t dengan 

pembagian upa h 7: 1 tersebu t. Ha l demikian bertujuan aga r tida k ada 

kejanggalan dala m melakukan upa h buru h panen. Pada dasarnya pemili k 

sawa h juga merawa t da menjaga sawahnya dengan menggunakan biaya yang 

tida k sediki t. Jadi ia mengangga p bahwa upa h 7: 1 tersebu t suda h cuku p 

untu k upa h yang harus diberikan kepada buru h panen padi 

tersebu t.msehingga dengan adanya kerelaan dari kedua bela h piha k maka 

pengupahannya tida k dilarang dala m Isla m. 

                                                 
14
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Menuru t peneliti tradisi penetapan upa h panen di Desa Buki t Bar u 

sesuai dengan konse p pengupahan bai k secara umu m maupun menuru t 

isla m. Ha l ini didukung dengan adanya kerelaan anta r piha k yang melakukan 

akad, pemenuhan ha k dan kewajiban, syara t dan rukunnya tela h terpenuhi, 

serta tida k ada piha k yang dirugikan. Menuru t panalisis peneliti ha l demikian 

tida k menyimpang dari huku m Isla m karena semua kegiatan muamala h 

diperbolehkan apabila dilandasi dengan kesepakatan rela sama rela. 

Jadi yang menentukan upa h tersebu t adala h (ajru m musamma) yait u 

kedua bela h piha k melakukan perjanjian upa h mengupa h disertai kerelaan di 

antara kedua bela h piha k dengan dasa r kerjasama ata u gotong royong. Selain 

it u dengan siste m ini juga suda h menjadi kebiasaan yang berlak u 

dimasyaraka t dan kebiasaan it u menjadi huku m. 

 

 

  



 

 

BA B V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasi l penelitian dan pembahasan pada bab-ba b terdahul u 

dapa t disimpulkan bahwa tradisi upa h buru h panen padi di Desa Buki t Bar u 

Kecamatan Ana k Tuha Kabupaten Lampung Tenga h adala h sebagai berikut:  

1. Tradisi upa h buru h panen padi di Desa Buki t Bar u adala h 7: 1, setia p 

buru h mendapatkan 7 karung kaba h maka 1 karungnya upa h buru h. 

Prakte k siste m pengupahan berdasarkan ada t (kebiasaan) masyaraka t 

setempa t ini, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua bela h piha k dan 

mereka juga bertanggung jawa b atas akad yang tela h disepakati bersama. 

Pembayaran upahnya suda h sepadan dengan profesi kerja dan dari piha k 

musta’ji r tela h memepertanggungjawabkan hasilnya. Dan antara kedua 

bela h piha k tida k ada yang merasa dirugikan. 

2. Tinjauan huku m Isla m terhada p pengupahan ini adala h bersumbe r dari 

Al-Qur’an, al-Hadits, ‘urf dan Maslaha h Mursala h tentang siste m 

pengupahan buru h panen padi bai k dari wacana keadilan maupun dari 

siste m pengupahannya, maka siste m upa h buru h panen padi di Desa 

Buki t Bar u dapa t dikategorikan sa h dan dapa t dibenarkan. Seba b dala m 

siste m pengupahan ini ada unsu r tolong-menolong. Serta tela h memenuhi 

syarat-syara t yang ditetapkan dala m huku m Isla m dan upahnya tela h 

mendekati upa h minimu m kabupaten dan petani selal u memberi upa h 

tambahan. 
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B. Saran 

1. Kepada Petani 

Hendakla h lebi h menghargai dan memperhatikan lagi hak-ha k 

buru h antara lain tentang nilai upa h harus sesuai dengan jeri h paya h 

buru h dan siste m pengupahan tersebu t harus sesuai dengan prinsip-prinsi p 

keadilan dan sesuai dengan Upa h Minimu m Regiona l (UMR) setempa t. 

Siste m upa h tersebu t diusahakan sesuai dengan siste m di Desa lain yang 

mempunyai kendala-kendala yang sama ata u siste m upa h buru h ini harus 

ditamba h minima l sesuai dengan upa h minimu m kabupaten. Dan 

dianjurkan petani teta p memberi upa h tambahan sebagai tambahan upa h 

buru h dan mengeluarkan zaka t bagi yang suda h mencapai nisabnya. 

Dala m pemberian tambahan upa h dianjurkan petani meliha t dari jau h 

dekatnya ruma h buru h dan jika mereka yang membawa sendiri 

peralatannya panen padi harus diberi tambahan upa h yang pantas. 

2. Kepada Buruh 

Hendaknya teta p melakukan pekerjaan dengan bai k dan tida k 

menyia-nyiakan kepercayaan petani, bekerja dengan ikhlas niatkan untu k 

mencari nafka h untu k keluarga dan pembant u ptani dala m menyelesaikan 

pekerjaannya. Dengan moda l kepercayaan tersebu t petani akan terus 

mengontra k buru h setia p kali panen akibatnya kebutuhan buru h selal u 

tercukupi dan akan menamba h rasa kekeluargaan walaupun tida k ada 

hubungan dara h sehingga buru h akan mendapa t kepuasan lahi r batin. 
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